
BUPATI PRINGSEWU
PR0V1NSI LAMPUNG

PÊRATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR # TAHUN 2017

SALINAN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PÊRATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PENJARARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN KAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 49 Tahun
2016 Lentang Anggaran Pendapatan dan Belonja
Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 17
Tahun 2017 telah diundangkan dan telah efektit
dilaksanakan,

b. bahwa dengan adanya penataan dan pergeseran
anggaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata, Dinas Perikanan dan Sekretariat Daerah,
maka guna memenuhi ketentuan Pasal.160 Peraturan
Meuten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedaman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu
ditetapkan Peraturan Bupati untuk mendahului
Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah scbagai dasar pclaksannnn;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 49
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : L Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Leijibaian Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Femenksaan Pengelolaan dan Tangggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421),

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Femerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pfembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

10. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;



12, Peraturan Pemerintah Ncmor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tabun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Taliuii 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2CKJ5 tentang
Pengelolaan Keuangan Dadan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tabun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51 55);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14Os
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemeiintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);



19. Peraturan Pemerintah Nomar 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemeriniali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614|;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829};

21, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Fendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Eantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Femungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah berapa kali terakbir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);



28. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pcngclolaan Keuangan Daerah
sebegaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21
Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310),

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Social vang Beraumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 201 1 Nomor 450) sebagaimana telah. diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Numur 14 Tahun 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

30. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

32. Peraturan Daerah Kabupeten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor IQ

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembarar
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 19);

35. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 49 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 49|
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pringsewu Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomur 17),

36. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 50 Tahun 2016'
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan'
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 50);



MEMU'l'USKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPAT1 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 49
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal I

A. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Pringsewu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 17 Tahun 2017
rnengalamt pergeseran aebagaï berikut:
1. Pada Uimpiran I tentang Ringkasan Penjabaran

APED Tahun Anggaran 2017;

2. Pada Lampiran La tentang Ringkasan Penjabaran
APED berdasarkan Rincian Obyek pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan pada Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2017;

3. Pads Lampiran II.1 tentang Penjabaran APBD Unit
Or^inisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan
Pariwisata pada Belanja Tidak Langaung Gaji dan
Tunjangan;

4. Pada Lampiran II.2 tentang Penjabaran APBD Unit
Orgardsasi Dinas Peiikanan pada Belanja Tidak
Langsung Gaji dan Tunjangan;

5. Pada Lampiran II.3 tentang Penjabaran APBD Unit
Organisasi Sekretariat Daerah pada Kegiatan
Dukungan. Penyelenggaraan Ibadah Haji.

B. Rincian Perg^seran sebagaimana dimaksnd pada
huruf A, secara rinci tercantum dalam Lampiran I, I.a
dan Lampiran II.1 sampai dengan IL3 yang merupakan
baglan tidak terpisatikan dari Peraturan ini.



Pasal II

Pcraturan Bupati mi mulm berlaku poda tanggal
ditmdangkan.

Agar aetiap orang mengetahuinya, meinerintahkan
p^ngundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 2+ Juli.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADi

Ditmdangkan di Pringsflwn
pada tanggal 24 Jtili 2V17
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BEK1TA DAEKAH KABU PATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMGR 36

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,
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